SALINAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN

Menimbang

Mengingat

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membentuk

generasi penerus yang unggul dan berdaya saing,
sehingga anak sebagai generasi penerus harus
mendapatkan pemerataan kesempatan pendidikan;

. bahwa dalam rangka menjamin akses masyarakat atas

pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan
terjangkau, dilakukan upaya untuk mendukung
kemudahan akses pendidikan melalui kebijakan
pemberian biaya operasional pendidikan daerah sebagai
dana pendamping bantuan operasional sekolah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya
Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di
Daerah Provinsi Jawa Barat;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);



Menetapkan
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2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
S);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
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2.

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah

Daerah Provinsi.

. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu.

. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah.

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat
SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada
jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan
peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.

10.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB

il

adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang
terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan
dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu
manajemen pengelolaan.

Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya
disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat
untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi
sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus
nonfisik.
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12.Biaya Operasional Pendidikan Daerah yang selanjutnya
disingkat BOPD adalah program Pemerintah Daerah
Provinsi untuk penyediaan pendanaan biaya operasional
personalia dan nonpersonalia bagi SMA, SMK, dan SLB
Negeri yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

13.Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut
Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik
dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus
menerus diperbaharui secara online.

BAB 1II
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Gubernur memberikan BOPD kepada SMA/SMK/SLB
Negeri untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan
yang tidak dapat dibiayai oleh BOS Regular.

(2) Komponen penggunaan BOPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), antara lain:

a. kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler;

b. peningkatan kompetensi sumber daya pendidikan dan
tenaga kependidikan;

. penyelenggaraan/mengikuti peningkatan kompetensi;

c
d. kegiatan evaluasi pembelajaran;

e. penyediaan alat/bahan/media pembelajaran;
f

penyediaan, pemeliharaan, perawatan, sarana
prasarana dan lingkungan sekolah;

g. tambahan penghasilan bagi guru tidak tetap dan
pegawai tidak tetap;

h. membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan
inklusif;

i. pembelian, penambahan/sewa alat multimedia
pembelajaran;

j- penguatan pendidikan karakter;

k. pemenuhan standar pelayanan minimal berdasarkan
peraturan perundang-undangan,;

1. kegiatan peningkatan mutu pembelajaran, termasuk
penyediaan sarana pembelajaran, sarana penunjang
pendidikan dan pelatihan, serta jasa profesi; dan/atau

m. pembiayaan kegiatan lain dalam rangka mutu
pembelajaran yang tidak dapat didanai oleh BOS
Regular.



Pasal 5

(1) Besaran BOPD pada SMA/SMK/SLB Negeri dihitung
berdasarkan jumlah Peserta Didik dikalikan dengan
satuan biaya. :

(2) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah
Provinsi.

(3) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 6

Mekanisme penyaluran dan rincian penggunaan BOPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Penatausahaan
Pasal 7

(1) Untuk pengelolaan BOPD, Gubernur membentuk tim
pengelola dan tim pelaksana.

(2) Susunan personalia dan uraian tugas tim pengelola dan
tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Kepala SMA/SMK/SLB Negeri penerima BOPD wajib
membuat buku kas umum, buku pembantu kas, buku
pembantu bank, dan buku pembantu pajak serta
mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Untuk mengendalikan dan mengawasi penyaluran dan
penggunaan BOPD, Gubernur membentuk tim pengendali
dan pengawas BOPD.

(2) Susunan personalia dan uraian tugas tim pengendali dan

pengawas BOPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini. :



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur . ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 43





